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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE 
DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG 
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan, perlu dilakukan 
perubahan ketentuan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020 termasuk kewajiban penyampaian laporan penyesuaian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan realisasi pembayaran Bantuan 
Operasional Kesehatan Tambahan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 35/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 145/PMK.07/2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam 
rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6516), Perpres RI 54 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI 72 
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), 
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 
2019 No.1745), Permenkeu RI 35/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.377) sebagaimana 
telah diubah dengan Permenkeu RI 145/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.1134). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, terhadap 
penyaluran sebagian DBH dan/atau DAU Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan 
penundaan dan/atau pemotongan dengan mempertimbangkan: kondisi dan 
kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan rasionalisasi belanja, penurunan 
Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas 
masyarakat dan perekonomian, dan/atau tingkat pandemi COVID-19 yang 
memerlukan anggaran memadai penanganan COVID-19. Kepala Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk menyampaikan laporan realisasi pembayaran BOK Tambahan kepada 
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan 
Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 15 Januari 2021. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2020. 

 


